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'GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
'NOMOR: 2§ TaHUA 2000
| TENTANG i

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa ' untuk melaksanakan -ketentuan ‘ Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun, 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dirias. Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan
Gubern}'lr‘terita_ng Uraian Tugas, Fungsi ‘dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

:'1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah . Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daersh Tingkat I Sulawesi Tengah dan ‘Daerah Tingkat
Sulawesi Tenggara dengan mengibah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 2687), - .
*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1974 "Nomor 55, Tambahan
.Lembaran . Negara Republik Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah

ditbah ‘dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas  Undang-Undang Nomor 8 :Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

- Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, -Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran

Negara- Republik Indonesia  Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran

* Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

‘Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

‘Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Nomor - 4437) sebagaimana telah
diubah " terakhir- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

" Pemerintahan Daerah (Lembaran Négara Republik Indonesia Tahun 2008
- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repu_bl_ik.lndonesia Nomor 4844);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahim 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2007 Nomor 89,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No;mor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman
gna_l;ift Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

aérah; L -

7. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nohjbr 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

. 8. Peratutan' Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisa
Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Peraturan Daerah;

9. Peraturan'Daerah Provinsi Sulawesi "Téhgah Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi' (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
‘Tengah Tahun 2008 Nomor 02); .~ | ' :

10. Peratiiran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

© MEMUTUSKAN

Menetapkan: ~ PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN

TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH. |

BAB I |
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Gubcmﬁr 1n1yang dimaksud dengan: i

L.
2.

SN A W

=

Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. .

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat 'Déi"erah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. ~ . R

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah, L

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas adalah. Kepala Dinas Kebudayaan dan;Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah. o .

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat’ UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis
operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan kétefaﬁmpilan.

BAB II
ORGANISASI -

Bagian Késa’tu_ -
Urusan

Pasal 2

(1) Urusan Pemerintahan 'yafr"xg._'mel-‘ijadi. kewenangan Dinas-meliputi Bidang Kebudayaan sebagai

urusan wajib dan Bidang Pariwisata sebagai urusan pilihan yang terdiri atas Sub Bidang :



@

a. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan; o ' A

b. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan;
¢. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisataan;

d. Sub Bidang Penyelenggaraan Bidang Kepariwisataan; idém

¢. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan sebagainiana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi Sub-Sub Bidang
a. Sub-Sub Bidang Kebudayaan terdiri atas :
1.
2.

3.

rencana induk pengembangan kebudayaan skala ﬁrqiziﬂsi; :
pelaksanaan kebijakan nasional dan penetgpan kebijakan provinsi mengenai

- perlindungan HKI bidang kebudayaan; . . l

pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan; kebijakan provinsi mengenai kriteria
sistem pemberian penghargaan/anugrah bagi- insan/lembaga yang berjasa di bidang
kebudayaanydan- = ' BT

pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama
luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi. . "

b. Sub-Sub Bidang‘Tfadiéi, terdiri atas :

1.

2.

pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penanaman
nilai-nilai tradisi; pembinaan karakter dan pekerti bangsa;

pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan’ kebijakan provinsi dalam pembinaan
lembaga kepércayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala provinsi.

- ¢. Sub-Sub Bidahg Ké‘Sénian terdiri atas :

1L

2.

3.

.Lh

o

9.

pelaksanaan Kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi
pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kesenian;

penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri
skala provinsi;” . ' N |

penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaradn, festival, pameran dan lomba tingkat
provinsi; S | i :

penerapan dan menitoring implementasi SPM bidang kesenian skala provinsi;

pemberian penghargaan kepada seniman yan telah berjasa kepada bangsa dan negara
skala provinsi; - . S

penyelanggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi;

penerapan dan- pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda

kesenian (karya seni) skala provinsi;

. pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan;:pusat kegiatan kesenian skala provinsi

(misalnya taman budaya); - |

pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebuakan provinsi peningkatan bidang
apresiasi seni fradisional dan non tradisional; dan

10. pelaksanaan. kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka

perlindungan, pengembangan dan peman;faatan kesenian skala provinsi.

Sub-Sub Bidang Perfilman terdiri atas :

1.
2,
3.

4,

pelaksanaan kebijakan nasional, penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi
pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi;

pelaksanaan - kebijakan . nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha
perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film;

pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi
profesi dan tekriglogi perfilman; "

. pelaksanadn kebijakan nasional dan penetapan ke;bijakari provinsi mengenai kerjasama

luar negeri; -

‘pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi; -



7.

8.

pelaksanaan kebijakaﬁ nasional dan penetaj)an ;kebijakan provinsi mengenai kegiatan
standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi; dan
monitoring dan e;_\?aluas'i pengembangan perfilman skala provinsi.

¢. Sub-Sub Bidang Sejarah, terdiri atas :

1.
2.

3.

pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, dibidang penulisan
sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi;

pelaksanaan pedoman nasional dan penetaparn kebijakan provinsi di bidang pemahaman
sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan . kebijakan provinsi dan di bidang
inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;

pelaksanaan .. pedoman nasional dan penetapan- kebijakan provinsi, pemberian
penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;

. penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala

provinsi; |
pelaksanaan pedoman penanaman nilai-niilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi;
pelaksanaan pedoman nasional dan penetapar kebijakan provinsi mengenai database dan
sistem informasi geografi sejarah; e |

pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinasi
dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi; dan ,

pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan ‘provinsi penyelenggaraan diklat bidang
sejarah skala provinsi. .

£ Sub-Sub Bidang Piirbakala terdiri atas

1.

N

_NawnesEw

- penetapan BCB/situs skala provinsi; =

pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional *Cultural

Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural
Heritage" skala Provinsi; o |

penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan' pemanfaatan BCB/situs skala
provinsi; = I ‘

penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengeélotaan museum di provinsi;
penerapan pedomani penelitian arkeologi; :

penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi; dan
penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggdlan bawah air skala provinsi.

(3) Sub Bidang Pelaksaﬁé.aﬁ.'Bijdang Kebudayaan sebagéfiﬁlana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi Sub-Sub Bidang Penyelenggaraan, terdiri atas s | :
a. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi

meliputi:

W= WL

4
5.
6

penanaran nilai-nildi tradisi serta pembinaan w‘at?k dan pekerti bangsa;

pembinaan lembaga'kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;

pengembangan jaringan informasi kebudayaan;'

peningkatan Kemitraan dengan berbagai pihak terkait, leﬁlbaga adat dan masyarakat; dan

advokasi lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat.

onitoring dan evaluasi kegiatan skala provinsi meliputi :

pelaksanaan dan hasil kegiatan;

pengendalian dan pengawasan kegiatan;

" pelaksanaan kebijakan: nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai -nilai

budaya bangsa di-bidang tradisi pada masyarakat;

. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat provinsi;

pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi; dan
pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi.

c. pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia
ke luar negeri dari provinsi;



d. penyelenggaraan kegaatan revitalisasi dan kajian seni d1 prov1n51

penyelenggaraan koordlnasz kegiatan peningkatan, apres1a51 seni tradisional dan modern di

provinsi; :

koordinasi dan smkromsam kebuakan operasmnal perﬁlman skala prov1n31

penyelenggaraan keglatan festlval pameran dan lomba secara berj enjang dan berskala di

tingkat provinsi; . .~ i

koordinasi dan pengawasan pembuatan film oIeh tim asmg di prov1ns1,

koordinasi dan fasﬂltas',i pelaksanaan kegiatan — keglatan festival film dan pekan film daerah

di provinsi; . . -

fasilitasi orgamsasﬂlembaga perfilman di provm51, .

penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video d1 provinsi;

fasilitasi advokasi pengembangan perﬁlman di tingkat: prov1n<;1

. perizinan membawa BCB ke luar provinsi; -

penyebarluasan 1nforma51 sejarah lokal di provm31, o

pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sej jarah lokal di provinsi;

pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di prov1n51

pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi;

pelaksanaan semmar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektlf nasional di provinsi;

pelaksanaan musyawarah kerja daerah bldang se_]arah skala provinsi; .

pengkajian dan penuhsan sej jarah daerah dan:sej arah kebudayaan daerah di provinsi;

pemetaan sejarah skala.provinsi; .

koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provmsl

penanganan perlmdunoan pemehharan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia

skala provinsi; .- - : :

registrasi BCB/situs: dan. kawasan provinsi; '

pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB skala provinsi;

penyelenggaraan kerja sama “bidang perhndungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs

skala provinsi; - - - |

aa. koordinasi, dan - fa8111ta31 peningkatan peran-serta masyarakat dalam perlindungan
pemehharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala prov1n31,

bb. perizinan survei dan pengangkatan Benda awah air BCB/situs di atas 4 (empat) sampai
dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;

cc. pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi; |

dd. registrasi museum dan koleksi di provinsi; f ‘

ge. penyelenggaraan. akreditasi museum di provinsi; dan. - ,

ff. penambahan dan penyelamatan koleksi museum di prowns1 '

o
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(4) Sub Bidang Keblj akan Bldang Kepariwisataan sebdgalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf'c,
meliputi Sub-Sub Bidang Bidang Kebijakan, terdiri atas.:.
a. Pelaksanaan kebqakan naszonal dan penetapan kebljakan skala provinsi :
1. RIPP provinsi;
2. pelaksanaan kebl_]akan nasional dan penetapan kebljakan provinsi dalam pengembangan
sistem informasi pariwisata;
3 pelaksanadn kebl_]akan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam penerapan

standarisasi bidang pariwisata;
4, pelaksanaan kebgakan nasiona] dan penetapan pedoman pengembangan destma51
pariwisata skala provinsi;
5. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebljakan provinsi dalam pembinaan
usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala provinsi;
penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi;
penetapan dan pelaksanaan pedoman part151pa51 dan penyelenggaraan pameran/event
budaya dan pariwisata skala provinsi; :
penetapan pelaksanaan pedoman dan penyeleng araan w1dya wisata skala provinsi; dan
penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi.

_o

o oo
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pemberian ijin usaha paxiWiSata skala provinsi;

pelaksanaan kerja sama internasional pengembangan :'dléstinaSii pariwisata skala provinsi;
fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata'skala provinsi; dan
monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala provinsi.

(5) Sub Bidang Penyéléhgg_afaan Bidang Kepariwisataan is.k;ba.gaimalnza, dimaksud pada ayat (1)
huruf d, meliputi Sub-Sub Bidang Penyelenggaraan, terdiri; atas:

a. Penyelenggaraan promosi skala provinsi : !
1.

o

6.

menyelenggaraan widya wisata skala provinsi sertaimengirim dan menerima peserta grup

widya wisata; . - I
peserta/penyelénggaraan pameran/even, road show bekerja sama dengan pemerintah;
pengadaan sarana pemasaran skala provinsi; = _

pembentukanperwakilan kantor promosi pariwisaté di dalam negeri skala provinsi;
penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan
pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala provinsi; dan

pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan'koordinasi pemerintah.

b. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi; dan
c. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala provinsi.

(6) Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan dan ParimdSatafSebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, meliputi Sub-Sub Bidang Kebijakan terdirj atas :

rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata skala provinsi;

pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan

sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala provinsi;

pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi penelitian kebudayaan dan

pariwisata skala provinsi; dan _ s

pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi: nasional oleh provinsi berkoordinasi

a.
b.

C.

dengan Balai Arkeologi.

Bagian Kedua
Visi dan Misi "+

Pasal 3

Visi Dinas adalah ”Terivﬁﬁjnidﬁ%;é Ketahanan Budaya Dalam Mencapai Sejuta Wisatawan Tahun
2020”. S Co

Pasal 4

Misi Dinas meliputi :'- o :
‘a. peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan dan kepariwisataan;

b. peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan di bidang kebudayaan dan pariwisata;

. ¢. peningkatan kualitas Sumber Daya
pariwisata; IR

Manusia aparatur dan rhitra usaha di bidang kebudayaan dan

d. peningkatan/rehabilifééi éatéﬁa dan prasaana kébuday:aari_' dan pariwisata daerah;
e. pengembangan sistim informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
f. peningkatan iklim usaha dari keterpaduan kebij akan dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas. S

Bagian Ketiga
Susunan Qrganisasi -

Pasal 5

b. Sekretaris, membawahi’; -



1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan |

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. R
¢. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi : S

1. Seksi Pengembangan Pasar;

2. Seksi Eksibisi dan Publikasi Pariwisata; dan

3, Seksi Layanan Informasi'dan Sarana Promosi.
d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi :

1. Seksi Sarana Usaha Panmsata,

2. Seksi Produk Pariwisata; dan ‘

3. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata : S
e. Bidang Sejarah dan Purbakaia, membawahl :

1. Seksi Sejarah; -

2. Seksi Pemnggalan Purbakala, dan

3. Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air.
f. Bidang Nilai Budaya Seni dan Film, membawah1 SR

1. Seksi Tradisi dan. Kepetrcayaan; ’

2. Seksi Lingkungan Budaya dan PMB Krakter dan Pekem Bangsa, dan
; 3. Seksi Pernbmaan Keseman dan Perfilman. :

g. UPTD.

h. Kelompok Jabatan Fungsmnal

: Bagian Kéempaf
.- Eselonisasi Jabatan Struktural

- Pasal 6
Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas sebagai berikut :!
Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II. a,
Sekretaris merupakan strikrural eselon I1La; o
Kepala Bidang merupakan jabatan struktural'eselon TI1.a;
Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
Kepala Seksi merupakan Jdbatan struktural eselon IV'

opp op

BAB 111
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama :
Dinas

Pasal | 7

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemenntahan daerah di bidang kebudayaan dan
pariwisata berdasa:kan azas otonomi dan tugas pembantuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
b. penyelenggaraan urusan. pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan
pariwisata; ‘
¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan dan pariwisata; dan
d. pelaksanaan tugas laln d: bidang kebudayaan dan pariwisata yang diberikan oleh

Gubernur.



Bagian Kedué :
Sekreta"riat '

: e Pasal 8 L .
(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan-administrasi dan koordinasi perencanaan
program dan anggaran, meliputi kevangan dan asset serta kepegawaian dan urusan umum di
lingkungan Dinas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

) IfJurlxltuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai
gsi : : e :
a. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;
b. pengelolaan urusan administrasi keuangan dan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas ;
c. pelaksanaan urusan Kkepegawaian, surat menyurat-: dan rumah tanggga serta urusan
administrasi umum Dinas; dan oL R |
d. koordinasi penyiapan baban dan data, evaluasi, serta.penyusunan laporan Dinas .

Pasal 9

(1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka
evaluasi, penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas serta melaksanakan tugas
Jain yang diberikan oleh Pimpinan; S

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program meliputi:

a. mengelola administrasi Sub Bagian Perencanaan Program;

b. menghimpun - peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan menyiapkan
petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana Program dan laporan;

c. mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan bahan/data penyusunan laporan;

d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk telgiis penyusunan rencana program dan

penyusunan laporan; - , -
e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk .teknis mengenai penyusunan rencana
program dan laporan; ‘ P

f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program. dan pelaporan Dinas;

g. menyiapkan bahan koordinasi usul rencana program kerja tahunan Dinas ;

h. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan kerja-sama, penelitian dan pengembangan
sumber daya kebudayaan dan pariwisata daerah skala provinsi;

i. - melakukan pemantanan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program di bidang
kebudayaan dan pariwisata daerah skala provinsi; dan :

j. menyiapkan bahan ‘dan data serta menyusun faporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan Program dan Dinas; ;.

Pasal 10 = ;.

(1) Sub Bagian' 'Keﬁéhgéh - dan  Asset mempunyai :-tugas rﬁenyiapkan bahan pengelolaan
administrasi keuangan dan asset serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuvangan dan Asset, meliputi :
e, mengelola administrasi Sub Bagian Keuangan dan Asset;
b. menghimpun ‘peraturan perundang-undangan,. edoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
¢. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;
d. menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan Kevangan dan
asseft; o ! :
e. melakukan pembinaari'dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
f ' melakukan urusan pembendaharaan, pembukuan dan akuntansi serta verifikasi dan
administrasi pengelolaan keuangan dan asset; |
mengelola tata usaha keuangan dan asset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;;

P
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i. melakukan ev'alﬁaSi-'ferh'adap pelaksanaan kegiatan‘ béng’élolaan keuangan dan asset Dinas;
dan Y coir :

j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan dan Asset dan Dinas. -

Pasal 11

Sub Bagian KepegaWaiaﬂ dan Umum mempunyai tugaé inenyiapkan bahan pengelolaan urusan
kepegawaian, sutat menyurat dan rumah tangga serta tnelaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Pimpinan. - - . - . 5

Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

a. mengelola administrsai dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;

c. mengumpulkan datd dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN , Kartu
Suami/Istri (KatswKarsi); e '

d. menyusun Daftar. Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen
kepegawaian; - . ' .. _ i

menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar,

mengelola arsip dan dokumentasi serta menata rua'n:g rapat pertemuan;

menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan-dan keamanan di [ingkungan kantor;

mengatur penerimaar tamu dan menyiapkan pelaksaniaan upacara, rapat-rapat/pertemuan;

menyiapkan bahan Koordinasi pengelolaan urisan kepegawaian dan umum; dan

menyiapkan bahan dan- data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Kepegawaian dan Umuin dan Dinas. o

T PR e

Bagian Ketiga f

. Bidang Pemasaran Pariwisata -

L Pasal 12 . ¢

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyusun bahan rumusan dan melaksanakan
kebijakan nasional dan merumuskan kebijakan provinsi, memberikan bimbingan teknis serta
melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemasaran pariwisata;
serta melaksanakan fugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. ’ .

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran
Pariwisata mempunyai fungsi : S :

a. penyiapan balian perumusan kebijakan di bidahg pemasaran pariwisata dacrah skala

provinsi; EERR PR : S
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata daerah skala
provinsi; .. . ' : SR

c. penyiapan bahan;:péhibinaan/bimbingan teknis d1 bidang pemasaran pariwisata skala
provinsi;dan v TR |
d. penyiapan bahan -evaluasi. dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang pemasaran

pariwisata daerah; - -

S Pasal 13 :

Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pelaksanaan dan pemberian. bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pemasarann
pariwisata daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
Uraian tugas Seksi Pengembangan Pariwisata, meliputi :
a. mengelola administrasi ‘dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Pasar;
b. menghimpun peraturan. perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan

kegiatan pengembangarn pasar pariwisata daerah;



(1)

¢. menyiapkan bahan da.n melakukan pembmaan tehms pelaksanaan kegiatan penyusunan
petunjuk dan pedoman kerja sama pemasaran par1w1sata

d. menyiapkan bahan dan . melakukan koordinasi pe;laksanaan kegiatan pembentukan
perwakilan kantor promosi pariwisata dalam negeri dengan unit kerja terkait;

e. menyiapkan bahan dan data dalam rdngka penetapan dan pelaksanaan pedoman
perencanaan pemasarari skala provinsi;

f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan tehms dan pelaksanaan pedoman partisipasi
dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala provinsi;

g menylapkan bahan melakukan pembinaan tehnis dan pengadaan sarana pemasaran skala

provinsi; :

h. meny1apkan bahan koord1nas1 dan fasilitasi pelaksanaan part181pa51 pemasaran pariwisata
skala provinsi; - .

i. menyiapkan bahan kebuakan pembinaan dan fa3111ta31 kelembagaan pemasaran pariwisata
daerah; dan- - - . Copr

j. menyiapkan bahian - dan data, menyusun dan menyampalkan laporan pelaksanaan tugas

" Selksi Pengembanga.n Pasar

: Pasal 14 '
Seksi  Eksibisi dan Publka31 Pariwisata mempunyai. tugas meny1apkan bahan perumusan
kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan eksibisi dan
publikasi kepanmsataan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(2) Uraian tugas Seksi Eksibisi dan Publikasi meliputi :

(1)

a. mengelola admlmstraSI dan menyusun program kerJa Seksi Eksibisi dan Publikasi;

b. menghimpun peraturan perundang-unda.ngan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan pemasaran par1w1sata daerah;

c. menyiapkan bahan dan melakukan pembmaan pelaksanaan kegiatan Peserta/

penyelengaraan pameran/event road show bekerja sama dengan pemerintah;

d. menylapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan event
promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dengan unit kerja terkait;

€. penerapan brandmg panw1sata nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam bidang
branding pariwisata skala provinsi;

f. penetapan kebijakan Prov1ns1 dalam bidang taglzne panw1sata skala provinsi;

g. menyiapkan bahan kebljakan dan pedoman penyelenggaraan eksibisi dan publikasi
pariwisata daerah skala provinsi;

h. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pameran dan eksibisi dan publikasi potensi
pariwisata di daerah Prov1ns1

i. memberikan pelayanan - teknis administrasi kepada semua unsur dalam rangka
penyelenggaraan eksibisi dan publikasi kepar1w1sataan daerah skala provinsi; dan

j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menya.mpcukan laporan pelaksanaan tugas

Seksi Eksibisi- dan Publkam

' : Pasal 15 ?.-:i
Seksi Layanan Wlsata dan Sarana Promosi mempunyai;tugas menylapkan bahan perumusan
kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang
pelayanan informasi kepariwisataan daerah dan penylapan sarana promosi serta melaksanakan

tugas lain yang dibefikan oleh Pimpinan;

(2) Uraian tugas Seksi Layanan ‘Wisata dan Sarana Promosi mel1put1

a. mengelola admmlstra.ﬂ dan menyusun program ker_]a Seksi Layanan Wisata dan Sarana
Promosi;

b. menghimpun peramran perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan pelayanan informasi kepariwisataan dan sarana promosi pariwisata daerah;

c. menyiapkan bahan - ‘dan melakukan pembinaan . pelaksanaan keglatan penetapan dan
pelaksanaan pedoman dan penyclenggaraan w1dya wisata skala provinsi;
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d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelak$éi1aan kegiatan penyelenggaraan widya
wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;

e. menyiapkan bahan pembinaan dan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata
di dalam negeri skala provinsi; RN !

f. menyiapkan bahan dan-data pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi pariwisata ke pusat
pelayanan informasi: pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informast
pariwisata skala provinsi; L

g. menyiapkan bahan dan data serta melakukan koordinasi- pembinaan dan kemitraan
organisasi/kelembagaan dibidang pelayanan informasi pariwisata skala provinsi ;

h. menyia;.)kan bahan dan data serta bahan pengembangan sarana promosi pariwisata skala
provinsi; S L
pengembangan sistém informasi pemasaran pariwisata skala provinsi; dan

j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi.

. Bagian Keempat
. Bidang Pengembangan Pariwisata

|
Pasal 16 |
Bidang Pengembarigan  Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pengembangan destinasi pariwisata daerah serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Pimpinan. o
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud : pada ayat (1), Bidang Pengembangan
Pariwisata mempunyai fungsi : SN ;
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
daerah; S ' |
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata
daerah; CEERE R :
c. penyiapan bahan . pembinaan/bimbingan teknis | di bidang pengembangan destinasi
pariwisata daerah;.dan .
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan
destinasi pariwisata skala provinsi. R

| e Pasal 17 °
Seksi Sarana Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan

“ pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha

pariwisata daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikanioleh Pimpinan.

(2) Uraian tugas Seksi Sarana Usaha Pariwisata meliputi : | ;

a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sarana Usaha Pariwisata;

b. menghimpun perituran perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana usaha pariwisata daerah;

c.. menyiapkan -bahan dan' melakukan pembinaan  pelaksanaan kebijakan nasional dan
penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan. dan penyelenggaraan usaha pariwisata
skala provinsi; -~ .- : . ,

d. menyiapkan bahan- dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional dan
penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan dan penyelenggaraan klaster usaha
pariwisata skala provinsi; .

e. menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi pembinaan sarana penunjang usaha pariwisata
skalaprovinsi; j -

f, menyiapkan bahan rumusan SPM dan SOP dan pelaksanaan pelayanan tehnis pemberian
ijin usaha pariwisata skala provinsi; o -



(1)

g. menyiapkan bahan remusan. SPM dan SOP dan pelaksanaan dan pemberian bimbingan
tehnis usaha pariwisata skala provinsi; : 1

h, menyiapkan bahan dan hasﬂ pemantauan dan evaluasu tehnis pengembangan usaha
pariwisata skala provinsi;- i

i. menyiapkan bahan pembmaan dan fasilitasi, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan usaha pariwisata; dan -

| j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampa1kan laporan pelaksanaan tugas

Seksi Sarana Usaha PanWlsata ‘
. o ¥

Pasal 18
‘Seksi Produk Panmsata mempunyal tugas menylapkan bahan perumusan kebijakan
pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelengga_raa.n kegiatan di bidang pembinaan
dan pengembangan produk panw1sata, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Pimpinan. : S

(2) Uraian tugas Seks1 Produk Par1w1sata meliputi :

()

)

a. mengelola administrasi dan’ menyusun program kerja’ Seksi Produk Par1W1sata

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan pengembangan produk pariwisata skala pro'vinm

c¢. menyiapkan behan. dan meélakukan pembinaan pelaksanaan pengembangan produk
pariwisata skala provinsi bekerja sama dengan unit ker]a terkait;

d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi kegmtan pengembangan produk-produk
masyarakat dibidang pariwisata bekerjasama dengan unit kerja terkait;

e. menyiapkan bahan -dan data serta perumusan. kebijakan pengembangan produk budaya/
masyarakat yang berciri khas lokal sebagai daya tarik: pariwisata;

f. menylapkan bahan pelaksanaan kerjasama 1ntema510na1 pengembangan destinasi pariwisata
skala provinsi; .= .

g. menyiapkan bahan-. kootdinasi pengembangan produk-produk pendukung pariwisata
bersama instansi terkait;

h. menyiapkan bahan dan data serta pembinaan produk barang dan jasa yang berbasis lokal

dan spesifik/unik;
i. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan evaluasi produk kepariwisataan daerah; dan

j. menyiapkan bahan ‘dan’ data, menyusun dan rnenyampalkan laporan pelaksanaan tugas

Seksi Produk Panmsata

' - Pasal 19

Seksi Pengernbangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang

pemberdayaan masyarakat dan standarisasi usaha dan produk panw15ata serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Uraian tugas Seksi Pengembangan Destinasi Panw1sata mehputx

a. mengelola administrasi. dan menyusun program kexja Seksi Pengembangan Destinasi
Pariwisata; oo

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petun_}uk teknis pelaksanaan
kegiatan pengembangan destinasi pariwisata daerah skala provinsi;

c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kebijakan nasional dan
penetapan kebijakan’ prov1n51 dan petunjuk pelaksanaan serta penerapan standarisasi
pariwisata daerah skala provinsi;

d. menyiapkan bahan dan melakukan koordmam pelaksanaan kebijakan nasional dan

- penetapan pedoman dan'standar prosedur serta k1a81ﬁka31 pengembangan kawasan destinasi
pariwisata skala provinsi ;

e. menyiapkan bahan koord1nas1 peningkatan pemberdayaan masyarakat sadar wisata;

f. menyiapkan bahan-penyusunan rancangan peraturan tentang Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah. (RIPPDA) berdasarkan kebuakan nasional berkoordinasi dengan unit

kerja lainnya; -
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g. menyiapkan bahé.ﬁ dan perumusan rancangan Renca{na Induk Pengembangan Sumber Daya
kebuc!ayaan dz_m pariwisata daerah berdasarkan kebijakan nasjonal;

h. menyiapkan bahan ‘dan data pelaksanaan fasilitasi kerja sama pengembangan destinasi
pariwisata skala provinsi; L _

i. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penge:mbangan pembinaan Desa Wisata dan
wisata religius; dan o A

j. menyiapkan bahan, data; menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Destinasi Pariwisata. —

S Bagian Kelima
c '_Bidang Sejarah dan Purbakala

o Pasal 20 .
Bidang Sejarah-dan Purbakala mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
memberikan bimbingan teknis serta melakukan : evaluasi terhadap penyelenggaraan
pemerintahan di bidang urusan sejarah dan purbakala, permuseuman dan peninggalan bawah
air skala provinsi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sejarah dan
Purbakala mempunyai fungsi : . S :
penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sej arah dan kepurbakalaan;
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan kepurbakalaan;
penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang sejarah dan kepurbakalaan; dan
penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang sejarah dan
purbakala, ~ .- : i ‘

peow

R : Pasal 21 l ; |
Seksi Sejarali - mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional
perumusan kebijakan provinsi, pelaksanaan fasilitasi: dan pemberian bimbingan teknis
penyelenggaraan Kegiatan di bidang sejarah serta mielaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Pimpinan. S L
Uraian tugas Seksi Sejarah meliputi :
a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Sejarah;
b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi,
¢. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penulisan sejarah lokal
dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi dengan koordinasi unit kerja terkait;
d. menyiapkan ‘bahan - dan melakukan koordinasi 'pelaksanaan pedoman nasional dan
penetapan kebijakan provinsi di bidang pemaharnan sejarah nasional/wawasan kebangsaan,
sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaen daerah;

e. menyiapkan bahan dan ‘melakukan kodrdinasi ' pelaksanaan pedoman nasional dan

penetapan kebijakan provinsi di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan
publikasi sgjarah;. - o

f. menyiapkan -bahan dan melakukan kootdinasi pelaksanaan pedoman nasional dan
penetapan kebijakan provinsi dalam pembeérian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap
_pengembangan se¢jarah; . i T

g, menyiapkan bahiah dan melakukan koordinasi penerapan pedoman peningkatan pemahaman
sejarah dan wawasan kebangsaan dan pehanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan
skala provinsi; - . I

h. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi -pelaksanaan pedoman nasional dan
penetapan kebijakan provinsi mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah;

i. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi -pelaksanaan pedoman nasional dan
penetapan kebijakan provinsi dan kemitraan pemetaan sejarah, lawatan sejarah, diklat dan
seminar bidang sejarah skala provinsi; dan :
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j. menyiapkan bahan dan data; menyusun dan meniy'a?mp.aikan laporan pelaksanaan tugas
Seksi Sejarah. . .

S Pasal 22

Seksi Peninggalan Purbakala mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan

nasional dan perumusan kebijakan provinsi dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan

kegiatan di bidang Peninggalan Purbakala serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Pimpinan. oL ' L :

Uraian tugas Seksi Peninggalan Purbakala meliputi : !

a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Peninggalan Purbakala;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan
kebijakan nasional dan perumusan kebijakan provinsi di bidang kepurbakalaan;

c. menyiapkan bahan. dan’ perumusan kebijakan pelaksanaan mengenai hasil ratifikasi
konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection
on Cultural and Natural Heritage” yang berskala provinsi;

d. melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman mengenai hasil ratifikasi
konvensi internasional “Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection
on Cultural and Natural Heritage” yang berskala'pr;',d\:finsi;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan provinsi dalam penerapan pedoman penelitian

 arkeologi di daerah bérkoordinasi dengan unit kerja terkait; -

f. menyiapkan bahan kebijakan nasional dan perumusan kebijakan provinsi dalam penerapan
pedoman dan pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh provinsi
berkoordinasi dengan Balai Arkeologi; ‘ :

g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan perizinan membawa BCB ke luar provinsi,
penanganan registrasi, pengusulan penetapan, petlindungan, pemeliharan dan pemanfaatan
BCB/situs warisan budaya dunia skala provinsi; ~ :

h. menyiapkan bahan pengusulan BCB/situs dan kawasan provinsi BCB/situs nasional kepada
pusat dan penetapan BCB skala provinsi; :

i. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kerja sama dan fasilitasi peningkatan

peran-serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala
provinsi; dan o o

j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan merijampaikan laporan pelaksanaan tugas

Seksi Peninggalan Purbakala.

o SR Pasal 23

Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan

di bidang permuséuman dan peninggalan bawah air serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Pimpinan.- .. o |

Uraian tugas Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air meliputi :

a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Permuseuman dan Peninggalan
Bawah Air; S T |

b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan pembinaan Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air;

c. menyiapkan bahan kebijakan dan melakukan pemibinaan pelaksanaan kegiatan perizinan
survei dan pengangkatan-BC-B/sims skala provinsi sesuai kebijakan Nasional;

d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perizinan survei dan
pengangkatan benda bawah air di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari
garis pantai atas rekomendasi pemerintah; o -

e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan registrasi dan -penyelenggaraan akreditasi museum;

f menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi déngan unit kerja terkait dalam bidang
penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi,; .
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g. menyiapkan bahan perumusan kebuakan penerdpan pedoman monitoring dan pengendalian
pendirian museum yang dimiliki provinsi;
h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penerapan pedoman penanganan hasil
pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi;,
i. menyiapkan bahan peruimusan kebijakan Pena.nganan perhndungan, pemeliharan dan
gemanfaatan BCB yang berada di bawah air bers kala provinsi sesuai kebijakan Nasional;
an

j. menyiapkan bahan dan data menyusun dan menyampa1kan laporan pelaksanaan tugas

Sekb1 Permuseurnan dan Pemnggalan Bawah Alr.

" Bagian Keenam .
Bldang Nilai Budaya Seni dan Fllm

S Pasal 24 . '
Bldang Nilai Budaya, Sem dan Film mempunyai tulgas melaksanakan kebijakan nasional,
merumuskan kebljakan provinsi dan memberikan blmbmga.n teknis serta melakukan evaluasi
terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang ‘Nilai Budaya, Seni dan Film, serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. -
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), Bidang Nilai Budaya,
Seni dan Film mempunyai fungm
a. penylapan bahan perumusan kebijakan di b1dang Nllax Budaya/Tradlsl Seni dan Film;
b. penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Nilai Budaya/Tradisi, Seni dan Film;
c. penyiapan bahan pemblnaan/bunbmgan tekms di bldang Nilai Budaya/Tradisi, Seni dan
Film; dan -
d. penyiapan bahan evalua31 dan pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang Nilai
Budaya/T l.‘&dlSl Sem dan Film. :
. Pasal 25 !
Seksi Llngkungan Budaya dan PMB Karakter : dan Pekerti Bangsa mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan  dan pemberian bimbingan teknis
penyelenggaraan keglatan di bidang nilai budaya, serta melaksanakan tugas lain yang

dlberlkan oleh leplnan

Uraian tugas Sek31 Llngkunoan Budaya dan PMB Karakter dan Pekertl Bangsa meliputi :

a. mengelola administrasi dan menyusun program ker_]a Seksi Lingkungan Budaya dan PMB
Karakter dan Pekerti Bangsa;

b. menghimpun bahan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pedoman, dan
petunjuk tekuis pelaksanaan kegiatan di bidang nilai budaya;

¢. menyiapkan bahan dan melakukan pembmaan pela.ksanaan kegiatan penyusunan Rencana
Induk Pengembangan Kebudayaan skala provinsi; -

d. menyiapkan bahan .dan melakukan koordinasi ‘pelaksanaan  kegiatan di bidang
pengembangan mnilai budaya dengan unit kerja terkait;

e. menyiapkan bahan:perumusan kebijakan provinsi dan pemberian bimbingan teknis
penyelenggaraan keglatan perlindungan HKI bldang kebudayaan berdasarkan kebijakan
nasional;

f. menyiapkan bahan perumusan kebljakan peldksanaan dan pemberlan bimbingan teknis
penetapan kebljakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugrah
bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan

g. menyiapkan bahan perumusan dan pemberlan blmbmgan teknis penyelenggaraan
kebijakan nasional dan penetapan kebijakan prov1n31 mengenai kerja sama luar negeri di
bidang kebudayaan skala provinsi;

h. menyiapkan baban - peldksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan
kebijakan nasmnal norma’ standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa;
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i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bunbmgan teknis penyelenggaraan kebijakan

nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai tradisi pada masyarakat;
dan "

- j. menyiapkan bahan dan ddia menyusun dan menyampaﬂ(an laporan pelaksanaan tugas

Sek31 dibidang ngkungan Budaya dan PMB Karakter dan Pekerti Bangsa.

Pasal 26
* Seksi Tradisi dan Kepercayaan mempunyai- tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
pelaksanaan dan “pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang
pengembangan karakter dan budi pekerti bangsa, trad131 masyarakat dan pembinaan aliran
kepercayaan masyarakat serta melaksanakan tugas lam yang dlbcnkan oleh Pimpinan.

Uraian tugas Seksi Tradls1 d.—.m Kepercayaan, mehpun
a. mengelola adm1mstrasl dan menyusun program kex;]a Seksi Trad151 dan Kepercayaan;

b. menghimpun perd.turan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan penanaman nilai-nilaj tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembinaan
lembaga kepercaydan terhadap Tuhan Yang Maha- Esa dan lembaga adat;

~ ¢. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai

tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pemblnaan lembaga kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; g

d. menyiapkan bakian dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanaman nilai-nilai
tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa, pembmaan lembaga kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat dengan umt kerja terkait;

€. menyiapkan bahan _ke_bl_]akan provinsi dan keglatag. pengembangan jaringan informasi
kebudayaan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyaraka;

f. menyiapkan bahan kebijakan provinsi dan 'kegi.atan pengembangan jaringan dan
peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat;

g. menyiapkan bahan p‘érumusan dan pemberian;-i_lbirnbingan teknis penyelenggaraan
kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam bidang advokasi lembaga
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;

h. menyusun bahan dan melaksanakan monitoring dan’ evaluasi kegiatan teknis penanaman
nilai tradisi, pembmaan karakter dan budl-pekertl bangsa pada skala provinsi;

i. menyusun bahan dan melaksanakan monltonng dan evaluasi kegiatan teknis advokasi
lembaga kepercayaan dan lembaga adat, pada skala prov1n31 dan

j. menyiapkan bahan dan’ ‘data, menyusun ‘dan menyampalkan laporan pelaksanaan tugas

Seksi Tradisi dan Kepercayaan

Pasal 27

Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan pelaksanaan -dan pemberlan bimbingan - teknis, pemberian bahan perizina.n
penglrlman/penenmaan delegasx asing di bidang kesenian, penghargaan kepada seniman,
perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni), pemberian bahan perizinan
usaha pembuatan film oleh:tim asing, produksi, pengedaran, penayangan film, standarisasi
profesi dan teknologl pelﬁlman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Uraian tugas Seksi Keseman dan Perfilman meliputi ;

a. mengelola admlmstraSI dan menyusun program ‘kerja Seksi Pembinaan Kesenian dan
Perfilman; ‘

b. menghimpun peraturan pemndang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
kebijakan nasmnaI dan penetapan kebijakan prov1n31 d1 bidang kesenian dan perfilman;
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c. menyiapkan bahan' dan melakukan pembinaan cllan koordinasi pelaksanaan kegiatan
kesenian dan perfilman dengan unit kerja terkait;

d. menyiapkan bahan peldksanaan kebijakan nasiona] dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang
kesenian, izin usaha terhadap pembuatan film oleh:tim asing serta kebijakan operasional

e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di
bidang usaha ‘perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film,
standarisasi profesi- dan- teknologi perfilman, serta kerjasama luar negeri dan penapisan
serta pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi
mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film serta
peningkatan apresiasi seni: tradisional dan non tradisional tingkat provinsi;

g. menyiapkan bahan pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi
kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi dan.penyelenggaraan kegiatan revitalisasi
dan kajian seni di provinsi’; 3

h. menyiapkan bahan koordinasi sinkronisasi kebijakan operasional kegiatan peningkatan
apresiasi seni tradisional dan modern di provinsi; '

i. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan festival, pameran, pergelaran pekan
film/kesenian dan. lomba secara berjenjang, ‘dan bahan koordinasi pelaksanaan
pengawasan pembuatan film oleh tim asing yang berskala provinsi; dan

j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman. o

o Bagian Ketujuh . -
Unit Pelaksana' Tekuis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Uraian Tugas, Fungsi'déh .;i‘ata Kerja Kelompok J al;at'ajtn Fungsional ditetapkan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis ;d_an jenjang Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BABIV .
TATA KERJA

Pasal 29
Untuk menyelenggarakan ‘urusan pemerintahan di bideng Kebudayaan dan Pariwisata .yang
menjadi tugas dan fungsi® Dinas, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar
pelayanan minimal (SPM). o :
Standar prosedur- kerja- atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana
dimaksud pada ayat. (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan, .- .. S
Dalam melaksanakan, tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan
Fungsional di lingkungan * Dinds wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi baik ‘dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pémerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai
dengan tugas dan fungsi ‘masing-masing dan menerapkan Asas Umum penyelenggaraan
Negara yang meliputi: - :
a. Asas Kepastian Hukum; -
b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
_¢. Asas Kepentingan Umum;: -
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Asas Keterbukaan; - .~

Asas Proporsionalitas; -~ _
Asas Profesionalitas; dan o
Asas Akuntabilitas. - - -

© e o

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi, memimpin,
mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan - petunjuk, bagi pelaksanaan tugas
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai peraturan perindang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan. organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja. .

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan. C

Dalam rangka pembérian bi’fn_bingan kepada bawahan i‘rinasing-masing setiap pimpinan satuan
organisasi wajib mengadakan rapat berkala. o

Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dmas berhalangan maka tugas pimpinan
satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan
memperhatikan senioritas.dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BABV
KEPEGAWAIAN -

| SRR Pasal 30
Untuk menyelenggarakan ursan pemerintahzin yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, diangkat:
sejumlah pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dani'syarat jabatan.
Formasi dan Syarat ',Tabata'n sebagaimana dimaksud pa@da ayat (1), meliputi Jabatan Struktural
dan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur iberdasarkan hasil analisis jabatan dan
analisis beban kerja. - " S |
Pengangkatan Pegawai Négeri Sipil dalam jabatari : dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundangéundangan, dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut
Kepangkatan dan syarat jabatan. S o
Mutasi jabatan dilakukan péling lJama 5 (lima) tahun §cjak pengangkatan dalam jabatan yang
berkenaan berdasarkan pola karier PNS. by
Pola karier PNS di‘:'-l‘ihgkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
berdasarkan keténtuan'pe‘ratmanperundang-updang dari hasil analisis jabatan.

BABVI .
KEUANGAN

S Pasal 31 . :
Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi  tugas dan fungsi
Dinas, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) P<_a'n_geioiaan anggaran ,-seb'agaimana dimaksud pada éyéu: }'(‘1), dilaksanakan oleh Pegawai Negeri
Sipil yang diserahi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khsusus untuk mengelola
keuangan. '

(3) Pengelola Anggalan :»bno imana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Guberaur atas usul Kepala Dinas dari PNS yang memenuhi persayaratan sesual ketentuan
peraturun perundang-undangan. '

(4) Mosa ierja Jubatan peppelola kevangan sebagaimana diraaksud pada ayat (2) dan (3) paling
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hasil analisis Jabatan.

(3) Pengadaan dan pengeloldan 1Jerlen0k'1pan kantor dllakukan sesuai dengan pedoman ketentuan
peraturan perundang- uudang‘m

(4) Mutusi jubatun PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
(5) Setagp PNS O wupb “m]xu i memelihura perlerglapan keator yang  berada dalam
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